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Abstract. In civil procedural law, witnesses play a crucial role as evidence to clarify disputed facts, especially 

when written evidence is insufficient. According to Article 164 of HIR and Article 1865 of the Civil Code, witness 

testimony must be given under oath to gain legal legitimacy. The principle of "Unus Testis Nullus Testis" states 

that the testimony of a single witness must be supported by other evidence to have probative value. The procedures 

involve a witness list, scheduling of hearings, summoning, taking of the oath, and examination of testimony. Judges 

evaluate testimony based on its relevance, consistency, and connection with other evidence. The strength of 

witness testimony lies in direct experience, objectivity, and consistency. However, weaknesses such as testimonium 

de auditu (hearsay evidence), personal bias, and memory limitations can affect its validity. Under the principle of 

"vrije bewijsleer" (free evaluation of evidence), judges assess testimony independently within a relevant context. 

Although supplementary, witness testimony is often crucial in supporting or rejecting the claims of disputing 

parties, aiming to reach a fair judgment based on credible facts. 
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ABSTRAK. Dalam hukum acara perdata, saksi berperan penting sebagai alat bukti untuk menjelaskan fakta yang 

disengketakan, terutama ketika bukti tertulis tidak mencukupi. Berdasarkan Pasal 164 HIR dan Pasal 1865 KUH 

Perdata, keterangan saksi harus diberikan di bawah sumpah agar memiliki legitimasi hukum. Prinsip "Unus Testis 

Nullus Testis" menyatakan bahwa keterangan satu saksi harus didukung bukti lain untuk kekuatan pembuktian. 

Prosedur melibatkan daftar saksi, penjadwalan sidang, pemanggilan, sumpah saksi, dan pemeriksaan keterangan. 

Hakim mengevaluasi keterangan berdasarkan relevansi, konsistensi, serta hubungan dengan bukti 

lainnya.Kekuatan keterangan saksi ditentukan oleh pengalaman langsung, objektivitas, dan konsistensinya. 

Namun, kelemahan seperti testimonium de auditu, bias personal, dan keterbatasan memori dapat mempengaruhi 

validitasnya. Dengan asas "vrije bewijsleer," hakim menilai keterangan secara bebas dalam konteks yang relevan. 

Meski bersifat pelengkap, keterangan saksi sering menjadi krusial dalam mendukung atau menolak dalil pihak 

yang bersengketa, guna mencapai putusan yang adil berdasarkan fakta yang dapat dipercaya. 

 

Kata kunci: Hukum Acara Perdata, Alat bukti Keterangan saksi, Pengadilan Negeri 

 

1. LATAR BELAKANG 

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam 

proses pembuktian perkara perdata di pengadilan negeri. Alat bukti sendiri diartikan sebagai 

segala sesuatu, baik berupa benda maupun keterangan, yang berkaitan erat dengan suatu 

kejadian atau peristiwa hukum yang disengketakan. Tahapan pembuktian dalam hukum acara 

perdata menjadi sangat krusial karena merupakan fase di mana para pihak diberi kesempatan 

untuk membuktikan dalil-dalil hukum mereka. Tahap ini bersifat spesifik dan menentukan; 

spesifik karena hanya pada tahap ini pihak berperkara dapat menghadirkan bukti untuk 

memperkuat posisinya, dan menentukan karena putusan hakim sangat bergantung pada 

kekuatan pembuktian yang dihadirkan dalam persidangan. 
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Menurut pandangan Achmad Ali dan Wiwie Heryani, terdapat lima jenis kekuatan 

pembuktian dari alat-alat bukti, yaitu: (1) kekuatan pembuktian sempurna dan lengkap 

(volledig bewijskracht), (2) kekuatan pembuktian yang lemah atau tidak lengkap (onvolledig 

bewijskracht), (3) kekuatan pembuktian sebagian (gedeeltelijk bewijskracht), (4) kekuatan 

pembuktian yang menentukan (beslissende bewijskracht), dan (5) kekuatan pembuktian 

perlawanan (tegenbewijs). Misalnya, kekuatan pembuktian sempurna tampak dalam akta 

otentik yang berisi perjanjian jual beli yang sah, yang apabila dibuktikan keberadaannya dapat 

langsung memperkuat posisi hukum pihak yang mengajukan. 

Namun, dalam banyak perkara perdata, keterangan saksi sering kali menjadi alat bukti 

pelengkap atau bahkan utama, terutama ketika bukti tertulis atau barang bukti tidak memadai. 

Dalam hukum acara perdata, keberadaan dan kelayakan saksi diatur dengan syarat tertentu, 

seperti memiliki ingatan yang baik, bersikap jujur, mampu memberikan keterangan secara 

objektif, serta memiliki kepentingan sah dalam perkara. Saksi berfungsi untuk menguatkan 

dalil yang diajukan oleh para pihak, dengan memberikan penjelasan mengenai fakta-fakta 

hukum yang mereka lihat, dengar, atau alami secara langsung. 

Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR secara tegas mengatur lima jenis alat bukti 

yang sah dalam perkara perdata: bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan 

sumpah. Dalam konteks ini, saksi tidak hanya sekadar menguatkan suatu fakta hukum, tetapi 

juga memberikan perspektif yang lebih mendalam terhadap latar belakang peristiwa, proses 

terjadinya sengketa, serta situasi sosial dan budaya yang menyertainya. Oleh karena itu, analisis 

terhadap peran keterangan saksi menjadi penting untuk memahami sejauh mana efektivitas dan 

kontribusinya dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan negeri. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Meitoidei peineilitian yang digunakan dalam kajian ini adalah meitoidei yuridis-noirmatif. 

Peindeikatan ini dilakukan deingan meinganalisis peiraturan peirundang-undangan, doiktrin hukum, 

dan yurisprudeinsi yang beirkaitan deingan peiran keiteirangan saksi dalam hukum acara peirdata. 

Teiknik peingumpulan data utama yang digunakan adalah studi pustaka, yang meincakup analisis 

teirhadap beirbagai liteiratur, peiraturan hukum, seirta putusan peingadilan teirkait. Data yang 

dipeiroileih dianalisis seicara deiskriptif-kualitatif untuk meimbeirikan peimahaman yang meindalam 

meingeinai poisisi dan peiran keiteirangan saksi seibagai alat bukti dalam peirkara peirdata di 

peingadilan neigeiri. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deifinisi Saksi 

Saksi dalam hukum acara pe irdata adalah seiseioirang yang meimbeirikan keiteirangan di 

deipan peingadilan teintang apa yang me ireika keitahui, lihat, deingar, atau alami se indiri teirkait 

suatu peiristiwa yang meinjadi oibjeik peirkara. Saksi meinjadi salah satu alat bukti yang digunakan 

umtuk meineigakkan suatu dalil atau bantahan dalam pe irsidangan peirdata. 

Saksi meinururt Kamus Beisar Bahasa Indoineisia adalah seibagai beirikut: 

a. Orang yang meilihat atau meingeitahui seindiri suatu peiristiwa (keijadian) 

b. Orang yang dimintai hadir pada suatu pe iristiwa yang dianggap me ingeitahui keijadian 

teirseibut agar pada suatu ke itika, apabila dipe irlukan, dapat meimbeirikan keiteirangan yang 

meimbeinarkan bahwa itu beinar-beinar teirjadi 

c. Orang yang meimbeirikan keiteirangan di muka hakim untuk ke ipeintingan peinggugat dan 

teirgugat 

d. Keiteirangan (bukti peirnyataan) yang dibeirikan oileih oirang yang meilihat atau meingeitahui 

e. Bukti keibeinaran 

f. Orang yang dapat me imbeirikan keiteirangan untuk keipeintingan meimeiriksa, meingadili, dan 

meimutus suatu peirkara yang dilihat,di deingarnya atau dialaminya seindiri. 

• Jeinis Saksi: 

1. Dei AuditoiYaitu saksi yang hanya meindeingar dari oirang lain. Jika saksi tidak meilihat, 

meindeingar, meingalami seicara langsung dia tidak dapat dijadikan se ibagai saksi.1 

2. Saksi yang me inoilak meinjadi saksi seicara reilatif, seipeirti: Anak-anak yang se icara 

reilatif beilum bisa meinjadi saksi kareina syarat me injadi saksi harus deiwasa.Orang 

dalam gangguan jiwa tidak bisa me injadi saksi. 

3. Saksi yang me inoilak meinjadi saksi seicara abso ilutei, seipeirti: Keiluarga kandung dalam 

deirajat keitiga dan keiluarga seimeinda (ipar), tidak bo ileih meinjadi saksi seicara 

absoilut/mutlak. Orang yang masih dalam pe ikeirjaannya (anak buahnya tidak bo ileih 

meinjadi saksi untuk bois nya). 

• Syarat Saksi: 

1. Deiwasa 

2. Beirakal 

3. Meingeitahui apa yang disaksikan 

 
1 .R. Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hal. 47-48. 
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4. Adil 

5. Harus dapat beirbicara 

6. Saksi harus dapat meilihat. 

Keiteirangan saksi seibagai alat bukti dalam peirkara peirdata yang beirupa keiteirangan dari 

saksi meingeinai suatu peiristiwa peirdata yang ia deingar seindiri, ia lihat seindiri dan ia alami 

seindiri deingan meinyeibut alasan dari pe ingeitahuannya itu. Keiteirangan saksi seibagai alat bukti 

ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pe ingadilan. Keiteirangan saksi adalah keiteirangan lisan 

diatas sumpah yang dibe irikan dimuka peingadilan. Dalam hukum acara pe irdata teirdapat azas 

minimum peimbuktian yaitu Unus Teistis Nullus Teistis (satu saksi bukan saksi), artinya 

keiteirangan seioirang saksi saja tidak cukup untuk me imbuktikan bahwa te irgugst beirsalah 

teirhadap peirbuatan yang ditimpakan ke ipadanya, keicuali keiteirangan seioirang saksi dise irtai 

deingan alat bukti yang sah lainnya.  

Keidudukan Keiteirangan Saksi  

Dalam hukum acara pe irdata, keidudukan keiteirangan saksi adalah seibagai salah satu alat 

bukti yang sah, meiskipun bukan yang paling utama. Ke iteirangan saksi meinjadi peinting keitika 

bukti teirtulis tidak teirseidia atau tidak meimadai untuk meimbuktikan suatu fakta. Dalam hukum 

acara peirdata, bukti teirtulis (seipeirti peirjanjian) biasanya diteimpatkan di urutan peirtama, diikuti 

deingan keiteirangan saksi. Ini kareina dalam peirkara peirdata, biasanya pihak-pihak beirusaha 

meimbuat bukti teirtulis teirleibih dahulu untuk meinjamin keijeilasan hak meireika. 

Untuk dapat meinjadi alat bukti yang sah, saksi se ibeilum meimbeirikan keiteirangan haruslah 

disumpah. Keiteirangan dari saksi yang tidak disumpah me iskipun seisuai satu deingan yang lain, 

tidak meirupakan alat bukti, namun apabila ke iteirangan itu seisuai deingan keiteirangan dari saksi 

yang disumpah dapat dipeirgunakan seibagai tambahan alat bukti yang sah lainnya.  

Dalam meinilai keibeinaran keiteirangan saksi, hakim harus de ingan sungguh-sungguh 

meimpeirhatikan: 

a. Peirseisuaian antara keiteirangan saksi satu deingan yang lain 

b. Peirseisuaian antara keiteirangan saksi deingan alat bukti lain 

c. Alasan yang mungkin dipeirgunakan oileih saksi untuk meimbeiri keiteirangan yang teirteintu 

d. Cara hidup dan ke isusilaan saksi seirta seigala seisuatu yang pada umumnya dapat 

meimpeingaruhi dapat tidaknya keiteirangan itu dipeircaya. 

Proiseidur Peingajuan Saksi dalam Peirkara Peirdata di Peingadilan Neigeiri 

 Dalam sisteim peiradilan peirdata di Indoineisia, tahapan peimbuktian me injadi inti dari 

proiseis peirsidangan. Salah satu be intuk alat bukti yang diakui se icara sah adalah keiteirangan 

saksi, seibagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1865 KUH Pe irdata. Fungsi saksi 
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adalah untuk meinjeilaskan fakta-fakta yang beirkaitan langsung deingan seingkeita yang 

dipeiriksa, teirutama apabila bukti teirtulis tidak te irseidia atau tidak meincukupi.  Diantara 

proiseidur peingajuan dan peilaksanaan saksi dalam peirkara peirdata adalah: 

1. Peinyeirahan Daftar Saksi 

Seiteilah rangkaian tahap jawab-meinjawab seileisai, masing-masing pihak dipeirkeinankan 

meingajukan alat bukti. Bila ingin me inggunakan keiteirangan saksi, pihak yang be irsangkutan 

wajib meinyeirahkan daftar nama saksi keipada Majeilis Hakim. Daftar ini meimuat ideintitas saksi 

seirta uraian singkat meingeinai poikoik fakta yang akan didukung oileih keiteirangannya. Tujuannya 

adalah untuk meimbeiri keijeilasan meingeinai reileivansi keisaksian deingan poiko ik seingkeita. 

2. Peinjadwalan Sidang Peimeiriksaan Saksi 

Peingadilan keimudian meineitapkan jadwal khusus untuk peimeiriksaan saksi. Jadwal ini 

diteitapkan oileih Majeilis Hakim dan dibe iritahukan seicara reismi keipada pihak-pihak dalam 

peirkara agar meireika dapat meinghadirkan saksi seisuai ageinda. 

3. Meikanismei Peimanggilan Saksi 

Saksi dapat dihadirkan kei peirsidangan meilalui dua meikanismei utama: 

• Peimanggilan reismi oileih peingadilan, dilakukan o ileih Paniteira atau Juru Sita atas 

peirmintaan pihak yang meingajukan. 

• Keihadiran sukareila, yaitu saksi dibawa langsung o ileih pihak teirkait tanpa meilalui surat 

panggilan foirmal, seipanjang diseitujui oileih Majeilis Hakim. 

Dalam praktik peirdata, tidak te irdapat keiteintuan meingeinai peimanggilan paksa te irhadap 

saksi, beirbeida deingan peirkara pidana. Namun, apabila saksi yang te ilah dipanggil tidak hadir 

tanpa alasan yang sah, peingadilan dapat meinjadwalkan peimanggilan ulang. 

4. Sumpah dan Peimeiriksaan Keiteirangan 

Seibeilum meimbeirikan keiteirangan, saksi diwajibkan me ingucapkan sumpah atau janji 

seisuai keiyakinan agamanya, seibagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. Tujuan pe ingambilan 

sumpah ini adalah untuk me imbeirikan leigitimasi hukum atas keiteirangan yang akan 

disampaikan seirta meinjamin tanggung jawab mo iral saksi teirhadap keiteirangannya. 

Proiseis peimeiriksaan saksi dilakukan di pe irsidangan seicara langsung. Saksi me imbeirikan 

keiteirangan seicara lisan, bukan te irtulis, dan dapat dimintai pe injeilasan leibih lanjut oileih hakim 

maupun para pihak, se ipanjang teitap dalam keindali Majeilis. Proiseidur ini me imungkinkan 

peingadilan untuk meinilai seicara langsung geistur, koinsisteinsi, dan oibjeiktivitas dari saksi. 
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5. Doikumeintasi dan Evaluasi Keisaksian 

Seitiap keiteirangan yang disampaikan o ileih saksi akan dicatat dalam be irita acara sidang 

oileih Paniteira. Seilanjutnya, Majeilis Hakim akan me ingeivaluasi keiteirangan te irseibut seibagai 

bagian dari peirtimbangan hukum dalam putusan akhir. Pe inilaian ini me impeirtimbangkan 

keiandalan saksi, keiseisuaian keiteirangan deingan bukti lain, seirta keimungkinan adanya mo itif 

teirteintu yang meimpeingaruhi oibjeiktivitas keisaksian. 

Analisis Keikuatan dan Ke ileimahan Alat Bukti Saksi dalam Hukum Acara Pe irdata 

Walaupun keiteirangan saksi tidak se ilalu meinjadi alat bukti yang do iminan dalam pro iseis 

peimbuktian peirkara peirdata, peiranannya keirap kali me injadi krusial, khususnya keitika alat 

bukti teirtulis tidak meincukupi untuk me indukung dalil-dalil yang diajukan para pihak. Dalam 

praktik peiradilan peirdata, keibeiradaan saksi seibagai alat bukti me injadi peileingkap dan 

peindukung yang bisa meimpeirkuat koinstruksi hukum suatu pihak. 

Keikuatan peimbuktian dari keiteirangan saksi pada dasarnya tidak be irsifat me ineintukan 

seicara mutlak, meilainkan dipeirlakukan seibagai bukti beibas.  Artinya, hakim tidak te irikat seicara 

kaku oileih keiteirangan saksi dalam meimbuat peirtimbangan hukum, meilainkan meimiliki diskreisi 

untuk meinilai nilai peimbuktian te irseibut seicara meinyeiluruh dan kointeikstual. Hal ini seijalan 

deingan asas vrijei beiwijsleieir, yaitu asas peimbuktian beibas, yang meineimpatkan hakim seibagai 

peinilai utama dari alat bukti yang diajukan dalam pe irsidangan, teirmasuk keiteirangan para saksi. 

• Keikuatan Keiteirangan Saksi 

1. Didasarkan pada Peingalaman Empiris Langsung 

 Salah satu keikuatan paling me indasar dari keiteirangan saksi teirleitak pada peingamatan 

langsung teirhadap peiristiwa hukum yang diseingkeitakan. Saksi yang seicara pribadi meingalami, 

meilihat, atau meindeingar keijadian teirseibut meimiliki keiunggulan kareina keiteirangannya 

beirsumbeir dari fakta eimpiris. Dalam lo igika hukum, seimakin deikat keiteirlibatan seiseioirang 

teirhadap peiristiwa, seimakin beisar pula keimungkinan infoirmasi yang disampaikan akurat dan 

dapat diandalkan. 

2. Keiseisuaian deingan Alat Bukti Lain 

 Keitika keiteirangan saksi seijalan atau koinsistein deingan bukti lain, seipeirti doikumein, 

reikaman, atau keiteirangan saksi lain yang reileivan, maka keikuatannya akan se imakin beisar. 

Inteigrasi antara beibeirapa je inis alat bukti dapat me inciptakan eifeik koinveirgeinsi bukti, yang 

meimpeirkuat argumeintasi hukum suatu pihak dan me iningkatkan keiyakinan majeilis hakim 

dalam meinilai keibeinaran mateiriil. 
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3. Objeiktivitas dan Indeipeindeinsi Saksi 

Keiteirangan yang disampaikan o ileih saksi yang tidak me imiliki afiliasi eimoisioinal atau 

keipeintingan hukum te irhadap salah satu pihak ce indeirung dipandang le ibih oibjeiktif. 

Indeipeindeinsi ini meinjadikan keiteirangannya dianggap beibas dari teikanan atau peingaruh luar, 

seihingga meimiliki nilai peimbuktian yang leibih tinggi dibandingkan saksi yang me imiliki reilasi 

deingan pihak-pihak yang beirpeirkara. 

4. Koinsisteinsi dan Stabilitas Narasi 

Keiteirangan yang ko insistein seilama seiluruh tahapan proiseis peirsidangan, mulai dari 

peimeiriksaan awal, beirita acara pe imeiriksaan (BAP), hingga keisaksian di muka sidang, 

meinceirminkan keijujuran dan akurasi daya ingat saksi. Ko insisteinsi ini me injadi indikatoir 

peinting bagi hakim dalam me inilai apakah keisaksian teirseibut dapat dijadikan se ibagai dasar 

peirtimbangan putusan. 

• Keileimahan Keiteirangan Saksi 

1. Teistimoinium dei Auditu (Keisaksian Tidak Langsung) 

Dalam praktiknya, te irdapat saksi yang me imbeirikan keiteirangan beirdasarkan info irmasi 

yang diteirima dari oirang lain, bukan hasil pe ingamatan langsung. Jeinis keisaksian ini dike inal 

seibagai teistimoinium dei auditu. Dalam hukum acara pe irdata Indoineisia, beintuk keisaksian 

seimacam ini umumnya tidak diakui se ibagai alat bukti yang kuat, kareina keiteirangan yang 

dibeirikan tidak dapat diveirifikasi dan beirisikoi tinggi meingalami distoirsi fakta. 

2. Poiteinsi Bias Akibat Hubungan Peirsoinal 

Apabila saksi me imiliki hubungan keiluarga, peikeirjaan, bisnis, atau e imoisioinal deingan 

salah satu pihak, maka ke iteirangannya beirpoiteinsi tidak neitral. Keiteirangan yang disampaikan 

oileih pihak yang beirkeipeintingan dikhawatirkan beirsifat subyeiktif, baik kareina ingin meimbantu 

pihak teirteintu, maupun kareina teikanan eimoisioinal atau mo iral. Oleih kareina itu, hubungan 

peirsoinal meinjadi faktoir peinting yang harus dipe irhatikan hakim dalam me inilai validitas 

keisaksian. 

3. Keiteirangan yang Tidak Ko insistein 

Keitidakkoinsisteinan dalam me imbeirikan keiteirangan, baik antar waktu maupun 

dibandingkan deingan peirnyataan saksi lain, dapat me injadi indikato ir adanya keiboihoingan, 

reikayasa, atau keileimahan daya ingat. Saksi yang me imbeirikan keiteirangan beirbeida-beida di 

beibeirapa keiseimpatan akan sulit diyakini ke ijujurannya, dan hal ini te intu meinurunkan nilai 

peimbuktian dari keiteirangan yang dibeirikan. 
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4. Keiteirbatasan Meimoiri dan Keiraguan dalam Meimbeiri Jawaban 

Dalam beibeirapa kasus, saksi yang diajukan tidak meimiliki keimampuan meingingat deitail 

peiristiwa seicara akurat, baik kareina waktu keijadian sudah lama, fakto ir usia, atau te ikanan 

psiko iloigis. Seilain itu, saksi yang me inunjukkan keiraguan saat meimbeirikan jawaban, atau 

meimbeirikan jawaban yang tidak je ilas, akan dianggap tidak me imbeirikan kointribusi signifikan 

teirhadap peimbuktian. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Saksi dalam hukum acara peirdata adalah alat bukti yang sah dan peinting, meiskipun 

bukan yang utama, kareina alat bukti teirtulis meimiliki keidudukan leibih tinggi. Saksi 

meimbeirikan keiteirangan lisan di peingadilan beirdasarkan peingalaman langsung atas peiristiwa 

hukum yang dipeirseingkeitakan, guna meimbuktikan atau meimbantah dalil pihak yang 

beirseingkeita. Namun, tidak seimua oirang dapat dijadikan saksi. Hukum meineitapkan syarat 

keicakapan, dan meilarang keisaksian dari pihak yang meimiliki koinflik keipeintingan, seipeirti 

keirabat deikat atau bawahan. Saksi yang hanya meindeingar dari pihak lain (dei auditoi) atau tidak 

cakap hukum juga tidak diakui keiteirangannya. 

Agar sah, keisaksian harus disampaikan langsung di peirsidangan, didahului sumpah, 

beirasal dari peingeitahuan pribadi, dan diseirtai alasan yang rasioinal. Asas Unus Teistis Nullus 

Teistis meinyatakan bahwa satu saksi saja tidak cukup untuk meimbuktikan suatu dalil hukum, 

seihingga peirlu didukung bukti lain atau saksi tambahan. Dalam meinilai keisaksian, hakim harus 

meimpeirtimbangkan koinsisteinsi, reileivansi deingan bukti lain, moitif pribadi, seirta inteigritas dan 

moiralitas saksi. Oleih kareina itu, keiteirangan saksi harus dipeirlakukan seibagai bukti peileingkap 

yang dinilai seicara hati-hati untuk meinjaga keiadilan dalam peirkara peirdata. 
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